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ABSTRAK

Presidential Threshold merupakan suatu konsep
yang bertujuan untuk mengusulkan calon presiden dan
wakil presiden yang berkualitas dan digadang dapat
menguatkan sistem presidensial di Indonesia. Pengusulan
ini dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai
politik yang bertanggung jawab terhadap pasangan
presiden dan wakil presiden yang diusung. Namun,
kendati demikian, beberapa pihak berpendapat bahwa
Presidential Threshold dapat menghilangkan hak partai
politik dan menutup saluran politik rakyat dalam
meningkatkan partisipasi pemilih karena terbatasnya
kandidat presiden dan wakil presiden dalam kontestasi
pilpres.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
menganalisis  bagaimana  pengaturan  Presidential
Threshold tersebut serta dampak hukum yang terjadi di
Indonesia. Selain itu penelitian ini juga untuk mengetahui
bagaimana pandangan Maslahah mursalah terhadap
pengaturan Presidential Threshold tersebut. Metode
penelitian yang digunakan adalah deskriptis analis dan
pendekatan  yang digunakan adalah  pendekatan
perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan
politik melalui penelaahan dan perkembangan politik
dewasa ini. Teori yang digunakan dalam mengkaji
permasalahan ini  menggunakan teori demokrasi dan
pandangan Maslahah mursalah terhadap pengaturan
Presidential Threshold di Indoensia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan
Presidential Threshold tidak cocok jika di terapkan di
indoneisa dengan beberapa permasalahan diantaranya:
Pertama, penetapan batas minimal dan maksimal pada
Presidential Threshold. Kedua, setiap parpol yang lolos
seleksi pemilu dapat menominasikan capresnya sendiri.
Ketiga, penerapan sistem TRS (Two Round System).
Keempat, perlu tekanan publik yang kuat terhadap partai
politik, maka perlu dilakukan revisi dan pembahasan



kembali terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 agar pelaksanaan sesuai dengan prinsip
negara demokrasi.

Kata Kunci: Pengaturan, Presidential Threshold,
Maslahah Mursalah
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu

bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang

dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa

Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang

dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:
158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998
sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf

Nama Huruf Latin Keterangan
Arab
\ Alif Tidak Tidak dilambangkan
dilambangkan

< ba’ B Be

< ta’ T Te

& §3° S es (dengan titik di
atas)

z Jim J Je

z h&’ H ha (dengan titik di

bawah)

z kha’ Kh ka dan ha

3 Dal D De

3 Zal Z zet (dengan titik di
atas)

D) ra’ R Er

J Zai Z Zet

o Sin S Es

o Syin Sy es dan ye




l;\l:géf Nama Huruf Latin Keterangan
o= Sad S es (dengan titik di
bawah)
o= Dad D de (dengan titik di
bawah)
L ta’ T te (dengan titik di
bawah)
L z&’ Z zet (dengan titik
dibawah)
g ‘ain : koma terbalik (di
atas)
£ Gain G ge dan ha
s fa’ b Ef
A Qaf Q Qi
S Kaf K Ka
dJ Lam L El
a Mim M Em
g NUn N En
S Waw( W We
A ha’ H Ha
s Hamzah | Apostrof
< ya’ Y Ye
B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah
d ditulis Nazzala
O ditulis Bihinna
C. Ta’ Marbutah diakhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h
EULEN ditulis Hikmah
e ditulis ‘illah




(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab
yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia,

seperti

salat,

zakat

dan

dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan

sebagainya kecuali

kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

AN

ditulis

Karamabh al-
auliyd’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat

fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

SIS | ditulis | Zakah al-figri |
. Vokal
ditulis A
Jad Fathah ditulis Fa’ala
< kasrah ditulis |
i ditulis Zukira
e dammah ditulis U
T ditulis Yazhabu
. Vokal Panjang
Fathah + alif ditulis A
pH ditulis Fala
Fathah + ya’ mati ditulis A
g ditulis Tansa
Kasrah + ya’ mati ditulis 1
Joal ditulis Tafshil
Dammah + wawu mati ditulis U
Jsial ditulis Usil

Xi




F. Vokal Rangkap

1 Fathah + ya’ mati ditulis Ai
sl ditulis az-zuhailf

5 Fathah + wawu mati ditulis Au
apsl ditulis ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata
dipisahkan dengan Apostrof

il ditulis A’antum
el ditulis U’iddat
Ryt ditulis La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam
1. Bila diikuti huruf gomariyyah ditulis dengan

menggunakan huruf “1”

ol il ditulis Al-Qur’an

sl ditulis Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan
menggunakan huruf Syamsiyyah yang
mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el)

nya.
VWA ditulis As-Sama’
o) ditulis Asy-Syams
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Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

Ul Al 5 ditulis Zawi al-furtd
Al ditulis Ahl as-sunnah

Huruf Kalipat

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital
tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut
digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang
berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan
kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka
yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal
nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

oAl 8 O3 i i,

Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur’an

Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam
bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat,
zakat, dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun

sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul
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buku Al-Hijab, Figh Mawaris. Figh Jinayah dan
sebagainya.

. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab,
tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf
Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri
Soleh dan sebagainya.

. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan
kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-

Ma’arif dan sebagainya.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen
penting dalam negara demokrasi dengan sistem
perwakilan. Pemilu adalah wujud nyata dari demokrasi
prosedural. Indonesia sebagai negara hukum dengan
pemerintahan yang demokratis mengakui pemilu sebagai
pilar penting demokrasi yang harus diselenggarakan secara
demokratis. Indonesia telah mengatur perihal pelaksanaan
pemilu yang termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945.

Pemilu telah diakui secara global sebagai sarana
penyalur kedaulatan rakyat dalam bentuk partisipasi
politik rakyat dalam menggunakan hak pilihnya. Teori
demokrasi minimalis, sebagaimana dijelaskan oleh Joseph
Shumpeter, menyebutkan bahwa pemilihan umum
merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi antara
aktor-aktor politik yang meraih kekuasaan partisipasi
politik rakyat untuk menentukan pilihan serta liberalisasi
hak-hak sipil dan politik warga negara.*

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, pelaksanaan
pemilu telah dimulai pertama kali tahun 1955 di era Orde

Lama dan dilanjutkan di era Orde Baru di bawah

1 p. Antonius Sitepu, Studi llmu Politik, (Yogyakarta: Graha
llmu, 2012), him. 177.



kepemimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1971, 1977,
1982, 1987, 1992 dan 1997. Kemudian di era Reformasi
pemilu dilaksanakan kembali pada 7 Juni 1999 untuk
menggantikan produk pemilu 1997 yang dianggap tidak
dipercaya lagi oleh rakyat. Setelah tahun 1999 Indonesia
kembali melaksanakan pemilu setiap lima tahun sekali
secara langsung untuk memilih anggota DPR, DPD,
DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden yang
dilaksanakan pada tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019.
Menurut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yang
termasuk dalam rezim pemilu adalah pemilihan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan
Daerah (DPD)? dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD)? serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.*
Namun dalam praktiknya selama ini, pemilihan anggota
DPR, DPD dan DPRD ditempatkan secara terpisah dengan
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam rezim
pemilu legislatif. Sedangkan pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden ditempatkan dan diselenggarakan secara

? Ketentuan mengenai hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat
(1), Pasal 19 ayat (1) serta Pasal 22C ayat (1) UUD Negara Rl Tahun
1945.

% pasal 18 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945,

* Pasal 6A ayat (1) dan (2) UUD Negara RI Tahun 1945,



tersendiri dalam rezim pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden.’

Perhelatan pemilu legislatif dan pemilihan Presiden
dan Wakil Presiden secara terpisah dianggap kurang
mendukung bagi pelaksanaan demokrasi yang lebih efektif
dan efisien. Kelemahan lain terlihat dari sisi waktu,
besarnya biaya yang dibutuhkan dan juga tenaga yang
harus dicurahkan oleh penyelenggara pemilu dalam rangka
melaksanakan pesta demokrasi dalam waktu yang
berbeda. Dalam konteks ini, negara memikul beban besar
pengeluaran yang harus ditanggung dalam rangka
menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilu Presiden
dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara terpisah.

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
14/PUU-X1/2013 tentang Pengujian Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden, lahir konsep pemilu serentak. Pemilu
serentak adalah pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu
Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara
bersamaan.

Perlunya pemilu serentak merupakan hasil uji materi
(judicial review) atas Undang-Undang No. 42 Tahun 2008

tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

° Janpatar Simamora, “Menyongsong Rezim Pemilu
Serentak”, (Jurnal Rechtsvinding olen BPHN, Vol. 3 No. 1, April
2014), him. 3.



terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Mahkamah
Konstitusi  dalam putusannya menyatakan bahwa
penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu Presiden
dan Wakil Presiden diselenggarakan secara bersamaan
yang berlaku pada pemilu 2019 dan pemilu seterusnya.®
Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008
menyatakan “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik
atau gabungan partai politik peserta pemilu yang
memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20%
(dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau
memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah
nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum
pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.” Hal
ini kemudian disebut sebagai ambang batas perolehan
suara bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam
mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden,® atau yang
lebih dikenal dengan istilah Presidential Threshold.
Sejalan dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia tersebut pada tanggal 15 Agustus 2017

lalu, Presiden beserta DPR RI mengesahkan Undang-

® Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-X1/2013
dalam perkara pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD Negara
RI Tahun 1945.

" UU No. 42 Tahun 2008, Pasal 9.

8 Sodikin, “Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem
Presidensiil”, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 3 No. 1, April 2014, him. 21.



Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
di  mana pemilihan umum tahun 2019 akan
diselenggarakan secara serentak. Hal ini sebagaimana
tertuang dalam Pasal 167 Angka 1 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi:
“Pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.”®

Persoalan hukum vyang terjadi adalah ketika
pelaksanaan pemilihan umum serentak di Indonesia masih
mempertahankan ketentuan presidential threshold bagi
partai politik untuk mengusungkan pasangan calon
presiden dan wakil presiden. Hal ini sebagaimana tertuang
dalam Pasal 222 yang berbunyi:

“Pasangan Calon diusulkan oleh partai politik atau
gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang
memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit
20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25%
dari suara sah secara nasional pada pemilihan umum
anggota DPR sebelumnya.”*°
Penggunaan presidential threshold dinilai sudah tidak
relevan pada pelaksanaan pemilihan umum serentak
karena tidak ada patokan yang jelas. Pengaturan
presidential threshold berdasarkan hasil pemilihan umum
sebelumnya akan menghilangkan kesempatan hak politik
partai baru peserta pemilihan umum serentak untuk

mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden

% UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 167 (1).
1 YU No. 7 Tahun 2017, Pasal 222.



hingga mengakibatkan kurang efektif berjalannya pemilu
di Indonesia. Hal inilah yang menjadi landasan yang
menarik  untuk  dikaji dan dianalisis  tentang
“PENGATURAN PRESIDENTIAL THRESHOLD
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017 TANTANG PEMILIHAN UMUM DALAM
PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang
di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan
pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pandangan Demokrasi terhadap
Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-
undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum di Indonesia?

2. Bagaimana pandangan Masalahah Mursalah
terhadap pengaturan Presidential Threshold dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

a. Untuk mengetahui sejauh mana pengaturan
Presidential Threshold dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.



b. Untuk mengetahui pandangan Maslahah Mursalah
dalam menanggapi pengaturan  Presidential
Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritik
Secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat
berguna dan bermanfaat bagi pengembangan
keilmuan, khususnya hukum tata negara dan
politik hukum Islam, serta menambah refrensi
keilmuan bagi diri pribadi, cititas akademik, aktivis
mahasiswa dan bagi masyarakat pada umumnya.

b. Kegunaan Praktis
Sebagai sumbang pemikiran dan  bahan
pertimbangan serta diharapkan mampu menjadi
bahan evaluasi bagi para pemangku kebijakan
dalam menjalankan amanah yang di berikan oleh

rakyatnya.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan pencarian bahan penelitian terkait
tema ‘“Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”
ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan tema

dan pembahasan penulisan ini sebagai berikut:



Pertama, jurnal karya Muhammad Mukhtarrija, | Gusti
Ayu Ketut Rachmi Handayani dan Agus Riwanto,
“Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum”. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan
menganalisis  inefektifitas  pengaturan  presidential
threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tantang Pemilihan Umum.*! Penulis berkesimpulan bahwa
pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum dinilai tidak efektif karena
memiliki permasalahan hukum, di antaranya adalah
bertentangan  dengan  amendemen  UUD 1945,
ketidakadilan partai politik baru peserta pemilihan umum,
dan memperlemah sistem presidensial di Indonesia.

Kedua, jurnal karya Lutfil Ansori, “Telaah terhadap
Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019”.
Penulisan ini bertujuan untuk menelaah presidential
threshold dalam hubungannya dengan pemilu serentak
2019.2  Penuli  berkesimpulan  bahwa  Penerapan

presidential threshold dalam pemilu serentak 2019

1 Muhammad Mukhtarrija, | Gusti Ayu Ketut Rachmi
Handayani dan Agus Riwanto, “Inefektifitas Pengaturan Presidential
Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum,” dalam Jurnal Hukum lus Quia lustum Faculty of
Law Universitas Islam Indonesia, Vol. 24 Issue 4, (Oktober 2017).

2 Lutfil Ansori, “Telaah Terhadap Presidential Threshold
dalam Pemilu Serentak 20197, dalam Jurnal Yuridis, Vol. 4 No. 1,
(Juni 2017).



menimbulkan pro kontra yang keduanya mempunyai basis
alasan masing-masing. Menelaah pro kontra presidential
threshold dalam pemilu serentak melahirkan kesimpulan
bahwa adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
14/PUU-X1/2013 yang mengamanatkan pemilu serentak
sejatinya secara substansi telah menghapuskan sistem
presidential threshold, sehingga persyaratan ambang batas
untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden menjadi
tidak relevan dalam pemilu serentak 2019. Pembentuk
Undang-Undang perlu memikirkan kembali pengaturan
presidential threshold. Pengaturan presidential threshold
perlu ditinjau kembali dalam merumuskan Undang-
Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden, sehingga tidak bertentangan dengan amanat
konstitusi yaitu UUD NRI Tahun 1945 terutama Pasal 6A
ayat (2). Apabila  pembentuk  Undang-Undang
menghendaki untuk tetap menggunakan presidential
threshold dalam pemilu serentak 2019, maka jalan tengah
yang dapat diambil adalah menerapkan presidential
threshold dengan menggunakan perolehan suara pemilu
legislatif 2014 dengan catatan melembagakan koalisi.
Ketiga, jurnal karya Aji Baskoro, “Presidential
Threshold di Indonesia Dalam Perspektif Maslahah
Mursalah”. Dalam kepenulisan ini, penulis mengkaji
tentang sistem ambang batas syarat calon presiden

presidential threshold di Indonesia yang diatur dalam
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum yang menuai pro dan kontra dalam kaca mata
maslahah mursalah. Berkaitan dengan polemik mengenai
presidential threshold, penulis memiliki beberapa catatan
apabila dipandang dari kaca mata maslahah mursalah.
Antara lain sebagai berikut: 1) adanya syarat calon
pemimpin dalam konteks Indonesia adalah syarat calon
presiden merupakan hal yang harus ada dan diatur oleh
undang-undang. Hal ini dikarenakan agar tersaringnya
calon pemimpin yang layak dan kompeten untuk
memimipin negara. Jadi tidak semua warga negara
Indonesia layak menjadi presiden. 2) syarat calon presiden
dengan berdasarkan ambang batas atau presidential
threshold merupakan langkah konkret yang dilakukan oleh
pemerintah Indonesia mengenai syarat calon pemimpin.
Hal ini merupakan langkah yang sesuai dengan nash-nash
yang ada di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah mengenai
kewajiban mengangkat pemimpin. 3) apabila kita melihat
dan memahami secara empiris, presidential threshold yang
diatur oleh undang-undang juga memiliki kelemahan dan
45 Baca Pertimbangan Hukum Hakim MK dalam Putusan
Nomor 14/PUU-X1/2013. HIm 8553 kekurangan. Sebab,
undang-undang tersebut memiliki kepentingan bagi
sebagian kelompok saja (partai politik). Hal ini dibuktikan
dengan tidak sedikitnya permohonan judicial review yang

ada di Mahkamah Konstitusi. 4) Keempat, putusan-
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putusan dari Mahkamah Konstitusi yang tidak menerima
permohonan dari para pemohon untuk uji materi undang-
undang yang berkaitan dengan presidential threshold
merupakan langkah yang sesuai dengan aturan hukum
yang ada. MK menimbang bahwa presidential threshold
yang diatur dalam undang-undang merupakan bentuk
konkret dari amanat konstitusi (UUD 1945). Juga
merupakan bentuk penguatan dari sistem presidensil yang
diberlakukan di Indonesia. Penulis berkesimpulan bahwa
Pemilihan presiden merupakan konsekuensi dari adanya
sistem demokrasi yang memilih pemimpin dari rakyat.
Maka dari itu, presiden haruslah orang-orang yang
memiliki kompetensi dan peka terhadap persoalan bangsa
yang bukan hanya berpihak pada kepentingan kelompok.
Maka dari itu, peraturan-pertauran yang ada di Indonesia
yang mengatur mengenai syarat calon presiden semestinya
peraturan yang berpihak pro-rakyat.™

Keempat, skipsi oleh Nila Dara Mustika yang
diterbitkan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada
tahun 2017 dengan judul “Implikasi Presidential
Threshold dalam Pemilu Serentak 2019 (Studi atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

3 Aji Baskoro, “Presidential Threshold di Indonesia dalam
Perspektif Maslahah Mursalah”, dalam Jurnal Legislatif, VVol. 2 No. 2,
(Juni 2019).
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Umum.”** Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa aturan
presidential threshold pada pemilu 2019 berimplikasi
yuridis, diantaranya: Pertama, menyalahi UUD 1945
tentang sistem presidensial, dalam sistem presidensial
tidak seharusnya pencalonan presiden ditentukan formasi
politik parlemen nasional hasil pemilu legislatif. Kedua,
bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3), makna threshold
sejatinya bukan ambang batas yang menghalangi
pencalonan presiden dan wakil presiden, namun
merupakan presentase minimal untuk terpilihnya presiden
dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam pasal ini
bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang
mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara
pemilu dengan sedikitnya 20 persen suara setiap provinsi
dilebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik
menjadi presiden dan wakil presiden. Ketiga, Inkonsistensi
MK dalam Putusan Nomor 14/PUU-X1/2013, putusan MK
tersebut  dapat ~ menimbulkan  inkonsistensi  atau
mengakibatkan multitafsir, sebab ada yang menafsirkan
presidential threshold tidak relevan lagi, namun ada pula
tafsir bahwa putusan MK tersebut sebagai open legal
policy pembentuk Undang-Undang sebagaimana putusan
Nomor 51-5259/PUU-V1/2008 yang menolak pengujian

Y Nila Dara Mustika (2017), Implikasi Presidential
Threshold dalam Pemilu Serentak 2019 (Studi atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Yogyakarta. Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
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Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 mengenai presidential
threshold. MK dalam putusan ini tidak secara tegas
menjelaskan apakah presidential threshold masih relevan
atau tidak sehingga menimbulkan kebingungan hukum.
Keempat, Ketidakutuhan memahami putusan MK Nomor
14/PUU-X1/2013, terkait dengan ketentuan ambang batas
pencalonan presiden Mahkamah Konstitusi berpendapat
hal tersebut merupakan kewenangan dari pembentuk
Undang-Undang yang dalam hal ini adalah DPR bersama
pemerintah (Presiden), dalam membaca hal ini ada
kemungkinan tidak diperhatikan oleh para pembuat UU
Nomor 7 Tahun 2017 yang seharusnya merujuk kepada
pasal dalam UUD 1945 tentang pemiilihan Presiden dan
Wakil Presiden yang berarti merujuk pada Pasal 6A ayat
(1) sampai dengan ayat (5), berdasarkan UUD 1945 semua
partai politik berhak mengajukan calon presiden dan calon
wakil presiden. Kelima, menyalahi hak warga negara
dalam UUD 1945, dalam pasal 27 ayat (1) telah dijelaskan
bahwa hak warga negara untuk memilih yang terdapat
didalam hak-hak warga negara yang dijamin konstitusi
berupa persamaan kedudukan didalam hukum dan
pemerintah, selain itu pasal 28D ayat (1) telah
menjelaskan adannya hak untuk memperolah pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, serta pasal

28 ayat (3) yang menjelaskan adanya hak untuk
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memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kewenangan
setiap partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam
pemilu merupakan wujud implementasi hak asasi warga
negara. Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa skripsi
yang ditulis penulis memang sekilas terlihat sama karena
dalam pembahasannya merupakan presidential threshold
akan tetapi apabila dilihat secara saksama bahwa skripsi
yang akan diteliti penulis berbeda karena penulis akan
menitik beratkan pada persoalan relevansi ketentuan
presidential threshold terhadap sistem presidensial di
Indonesia bukan implikasi dari ketentuan presidential
threshold. Selain itu penulis akan membahas lebih lanjut
dan khusus mengenai ketentuan presidential threshold
dalam sistem presidensial perspektif fikih siyasah.

Kelima, skripsi oleh Ahmad Bustomi Kamil yang
diterbitkan = oleh  Universitas Islam  Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta pada tahun 2015 dengan judul
Relevansi  Pemilihan Umum Serentak Presiden dan
Legislatif Terhadap Penguatan Sistem Presidensial di
Indonesia.”> Skripsi ini lebih menitik beratkan pada

pemilihan umum serentak yang mempunyai relevansi

> Ahmad Bustomi Kamil. (2015). Relevansi Pemilihan
Umum Serentak Presiden dan Legislatif Terhadap Penguatan Sistem
Presidensial di Indonesia. Jakarta. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta.
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terhadap penguatan sistem presidensial, dijelaskan bahwa
pemilu serentak diproyeksikan dapat memperkuat sistem
presidensial karena dari pemilu serentak diharapkan
koalisi yang dibangun berbasis kesamaan ideologi, visi,
dan platform politik. Didalam skripsi ini pembahasan tidak
menitik beratkan pada ketentuan presidential threshold,
akan tetapi lebih fokus pada pemilu serentak yang
berimplikasi terhadap penguatan sistem presidensial.
Berbeda dengan penelitian ini, penulis akan lebih
memfokuskan pada relevansi presidential threshold
terhadap sistem presidensial di Indonesia. Penulis juga
akan mengkaji bagaimana pandangan fikih siyasah
terhadap konsep presidential threshold dalam sistem
pemerintahan presidensial.

Keenam, skripsi oleh Ruli Fajar Utami yang
diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta pada tahun 2018 dengan judul “Presidential
Threshold dalam  Sistem  Presidensial di  Indonesia
Perspektif Fikih Siyasah.”*® Skripsi ini berkesimpulan
bahwa ketentuan presidential threshold tidak relevan
diterapkan di Indonesia karena bertentangan dengan
prinsip-prinsip sistem pemerintahan presidensial yang

dianut negara Indonesia. Ketentuan mengenai presidential

1® Ruli Fajar Utami, “Presidential Threshold Dalam Sistem
Presidensial Di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah”. Skripsi
Mahasiswi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
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threshold bertentangan dengan sistem presidensial di
Indonesia dikuatkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
Pertama, dalam sistem presidensial, presiden bertanggung
jawab langsung kepada rakyat sehingga dalam pemilihan
presiden lazimnya dilaksanakan dengan pemilihan
langsung oleh rakyat. Meskipun pemilihan presiden 2019
mekanismenya telah diatur dengan pemilihan langsung
namun  sejatinya  pemilihan  tersebut  tidaklah
mencerminkan pilihan langsung oleh rakyat. Hal ini
dikarenakan untuk memenuhi syarat ambang batas
pencalonan presiden, calon presiden (dan wakil
presiden) yang akan maju dalam kontestasi pemilu
presiden 2019 menggunakan hasil pemilu legislatif yang
notabenne diproyeksikan untuk pemilu presiden 2014.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil pemilu legislatif
sebelumnya bukan merupakan hasil suara rakyat yang
diproyeksikan untuk bursa pencalonan presiden 2019.
Kedua, dalam sistem presidensial telah ditegaskan
hubungan antara presiden dan lembaga legislatif hanyalah
sebagai lembaga untuk saling mengendalikan (checks and
balances). Dengan adanya Kketentuan ambang batas
pencalonan presiden (presidential threshold) maka
hubungan antara presiden dengan partai pengusungnya
menjadi hubungan traksaksional, sebagaimana diketahui
bahwa sebelum pemilihan presiden, partai yang duduk

dianggota parlemen saat ini menjadi penentu siapa
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kandidat calon presiden (dan wakil presiden) dalam
kontestasi pemilihan presiden 2019. Begitu pula dalam
pandangan fikih siyasah, ketentuan presidential threshold
tidak relevan diterapkan di Indonesia yang menganut
sistem pemerintahan presidensial. Hal ini dikarenakan
dalam ketentuan presidential threshold menjadikan calon
presiden (dan wakil presiden) ditentukan oleh suatu
golongan atau kelompok tertentu (partai politik) yang
bukan atau belum tentu merupakan wakil rakyat untuk
diproyeksikan dalam bursa pencalonan presiden 2019.
Berdasarkan penjelasan diatas dan sejauh pengamatan
penulis, penulis belum menemukan karya ilmiah dengan
pembahasan mengenai Pengaturan Presidential Threshold
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum Perspektif Maslahah Mursalah,
mengingat putusan MK mengenai presidential threshold
baru diputus pada tanggal 15 Agustus 2017 dan
direalisasikan pada tahun 2019 kemarin sehingga masih
aktual. Dengan demikian penulis akan mengangkat isu
tersebut untuk memperkaya khasanah dalam pembahasan
mengenai polemik Presidential Threshold, tidak hanya
dikaji terhadap undan-undang yang dianut oleh negara
Indonesia, namun juga dilihat dari perspektif Maslahah

Mursalah.
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E. Kerangka Teoretik

Didalam penyusunan skripsi ini teori yang digunakan
sebagai landasan dalam mengkaji implikasi pengaturan
Presidential Threshold pada pemilu di Indonesia pasca
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017
adalah sebagai berikut:

1. Demokrasi

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh
rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi mementingkan
kehendak, pendapat serta pandangan rakyat, corak
pemerintahan demokrasi dipilih melalui persetujuan
dengan cara mufakat. Sehingga demokrasi yang kuat
adalah demokrasi yang bersumber dari hati nurani
rakyat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan
rakyat.'” Layaknya sebuah sistem, demokrasi juga
mempunyai konsep, ciri-ciri, model dan mekanisme
sendiri. Yang mana semuanya itu merupakan satu
kesatuan yang dapat menjelaskan arti, maksud dan
praktek sistem demokrasi.

Pemilu menurut Joseph Scumpeter adalah salah
satu utama dari sebuah demokrasi merupakan suatu
konsepsi salah satu konsepsi modern yang
menempatkan penyenggaraan pemilih umum yang

bebas dan berkala sebagai kriteria utama bagi sebuah

17 Zakaria Bangun, Demokrasi dan Kehidupan Demokrasi di
Indonesia, (Medan: Bina Media Perintis, 2008), 2.
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sistem politik agar dapat disebutkan sebagai sebuah
demokerasi.'® Pemilu merupakan suatu pecerminan dari
sitem demokrasi, dengan dilakukannya pemilu
dianggap dapat menyuarakan suara rakyat yang
sesungguhnya. Di negara-negara yang demokratis,
pemilihan umum merupakan alat untuk memberikan
kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta
mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah dan sistem
politik yang berlaku, oleh sebab pemberian suara pada
saat pemilihan umum merupakan bentuk partisipasi
politik rakyat*®
2. Maslahah Mursalah

Kata maslahah mursalah dalam Bahasa Indonesia
dikenal dengan maslahah, berasal dari Bahasa Arab
yaitu (4slws). Maslahah ini secara etimologi berarti
manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau
kegunaan.”

Berdasarkan nash-nash Al-Quran diketahui bahwa

hukum- hukum syariat Islam menyungkup diantaranya

18 Joseph Scumpeter, Capitalusm, Socialsm, and Democracy,
(New Nork: Jarper, 1947).

¥ sudijono, Sastroatmodjo, Perilaku Politik, (Semarang:
IKIP, Semarang Press, 1995), hal 7.

% Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar
Bahasa Indonesia cet ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996)., him.184.
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pertimbangan  kemaslahatan  manusia.?*  Allah
berfirman: dalam Surat Q.S Al-Anbiya: 107%
pallall 42 ) @il g
Jadi maslahah tersebut dalam umumnya maslahah
yang bisa mendatangkan kegunaan (manfaat) dan bisa
menjauhkan keburukan (kerugian), serta hendak
diwujudkan oleh kedatangan syariat Islam, di samping
adanya nas-nas syara’ dan dasar-dasarnya yang
menyuruh Kkita untuk memperhatikan marsalah
tersebut untuk semua lapangan hidup, tetapi syara’
tidak menentukan satu-persatuannya maslahat tersebut
maupun macam keseluruhannya. Oleh karena itu maka
marsalah tersebut dinamai “mursal” artinya dengan
tidak terbatas.”®
Menurut Imam Al- Ghazali muslahat itu pada
dasarnya adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat
atau terhindarnya dari sesuatu yang dapat
menimbulkan kemudaratan.?? Artinya, maslahat yang
dimaksud adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan
syara’  bukan - kemaslahatan yang semata-mata
berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja.

Sebab, disadari  sepenuhnya, bahwa tujuan

! Muhamad Abdul Zahrah, Usul Figh, (Jakarta: Pustaka

Firdaus, 1994)., him. 423.

?2 QS. Al-Anbiya (21): 107
2 pengertian Maslahah Mursalah dan Contohnya - llmu

Tentang Agama Islam, Diakses 29 Desember 2019.



https://ilmutentangagamaislam.blogspot.com/2016/06/pengertian-maslahah-mursalah-dan-contohnya.html
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pensyariatan hukum tidak lain adalah untuk
merealisasi kemaslahatan bagi manusia dalam segala
segi dan aspek kehidupan mereka di dunia dan
terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa
kepada kerusakan. Dengan kata lain, seperti ketentuan
yang telah digariskan oleh syari’ adalah bertujuan
untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

Maslahah mursalah (sering disebut juga masalih
mursalah atau istislah) adalah penetapan hukum
berdasarkan kemaslahatan yang tidak didukung oleh
dalil nash secara terperinci (khusus), tetapi didukung
olen makna sejumlah nash. Metode maslahah
mursalah merupakan hasil induksi dari logika
sekumpulan nash, bukan nash parsial sebagaimana
dalam metode giyas.**

Menurut al-Ghazali dalam kitab al-Mustasyfa yang
dimaksud dengan maslahah mursalah yaitu:

“apa-apa (maslahah) yang tidak ada bukti baginya

dari syara“ dalam bentuk nash tertentu yang

membatalkannya dan  tidak ada  yang

memerhatikannya”

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa
maslahah mursalah yaitu sesuatu yang baik menurut

akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan

2 Ali Sodigin, Figh Ushul Figh: Sejarah, Metodologi, dan
Implementasinya di Indonesia, cetakan ke-1, (Yogyakarta: Beranda
Publishing, 2012), him. 92.
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kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi
manusia, apa yang baik menurut akal itu juga selaras
dan sejalan dengan tujuan syara’ dalam penetapan
hukum, dan apa yang baik menurut akal dan selaras
pula dengan tujuan syara’ tersebut tidak ada petunjuk
syara’ secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada

petunjuk syara’ yang mengakuinya.25

F. Metode Penelitian
Demi memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah

dan sistematis, penulis menggunakan metode sebagai
berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian pustaka (pustaka
research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan
dengan metode pengumpulan data pustaka. la
merupakan suatu penelitian yang bermanfaat sumber
perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.?®
Penelitian dengan diperoleh dari berbagai sumber-
sumber buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen dan

lain sebagainya.?’

% |bid., him. 356.
% Bambang Waluyo, Penelitian dalam Praktik, (Jakarta:

Sinar Grafika, 1996), him. 17.

27 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi

Offet, 1990), him. 9.
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2. Sifat Penelitian

Penelitian ini  Dbersifat deskriptis-analitis. Yaitu
penelitian dengan cara pengumpulan data-data,
kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi, dan
menganalisis, persoalan yang berkaitan dengan
permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan
komprehensif.?® Kemudian penulis mencari dan
mengumpulkan data yang berkaitan dengan Konsep
Presidential Threshold, Undang-Undang tentang
Pemilu dan bagaimana pandangan Maslahah Mursalah.
Setelah data terkumpul, kemudian penulis menganalisi
data tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam
kepenulisan penelitian ini adalah metode penelitian
hukum  normatif yang terkonfirmasi  dengan
pendekatan yang sesuai, dan menggunakan pendekatan
undang-undang (statute approach), pendekatan historis
(historical approach), dan pendekatan konseptual

(conceptual approach).”

%8 Soerdjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Peranan dan
Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum, (Jakarta: Pusat
Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979), him. 18.

» Ppeter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2014), him. 133-136.
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4. Sumber Data Penelitian
Terdapat dua sumber data yang diginakan dalam
penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sekunder:
a. Data Primer
Data primer dalam penelitian ini adalah Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum.
b. Data Sekunder
Data sekunder dalam penelitian ini adalah tulisan-
tulisan ilmiah, buku, jurnal, artikel, dan literatur
yang dapat memberikan penjelasan lebih luas serta
hal lain yang mendukung mengenai bidang
penelitian ini.
5. Analisa Data
Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan
menentukan dalam setiap penelitian. Ditahap ini
penulis harus melakukan pemilihan data-data yang
telah diperoleh. Penganalisaan data pada hakekatnya
merupakan kegiatan untuk mengadakan sistemasi
bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan
pekerjaan analisis data konstruksi.*® Dalam penelitian
ini teknik analisis data yang digunakan adalah Content
Analysis yaitu analisis yang membahas sesuatu

informasi tertulis dari semua bentuk komunikasi yang

%0 Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press,

1986), him. 251-252
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berkenaan dengan objek kajian. Dalam hal ini Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum sesuai dengan pokok masalah yang diteliti
sehingga memperoleh pandangan Maslahah Mursalah

terhadap undang-undang tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian
ini dan dapat difahami dengan mudah, maka peneliti ini
harus tersusun secara sistematis sehingga menghasilkan
penelitian yang maksimal. Oleh karena itu peneliti
membaginya secara sistematika yang disusun menjadi 5
bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari
tujuh bagian yang disusun secara berurutan yaitu, latar
belakang munculnya permasalahan yang diangkat dan
diteliti, rumusan masalah yang akan menimbulkan
pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui
penelitian, menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian,
telaah pustaka menjelaskan sumber atau data yang
menjadi refrensi penelitian, kerangka teoritik menjelaskan
teori yang dipakai, metode penelitian yang menjelaskan
metode seperti apa yang akan dipakai, dan yang terakhir
adalah sistematika pembahasan menjelaskan susunan

penelitian.
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Bab kedua, berisikan gambaran secara lebih
menyeluruh tentang teori yang berkaitan dengan sistem
demokrasi dan maslahah mursalah yang dipergunakan
untuk menganalisis objek kajian yang terdiri dari dua sub
bab, yaitu pertama, tinjauan umum tentang sistem
demokrasi. Kedua, tinjauan umum tenatng al-maslahah al-
mursalah.

Bab ketiga, membahas mengenai sistem pemilihan
presiden dan presidential threshold di Indonesia yang
terdiri dari dua sub bab, yaitu pertama, sistem pemilihan
presiden dan wakil presiden di Indonesia: sistem
pemilihan presiden dan wakil presiden pada era orde lama,
sistem pemilihan presiden dan wakil presiden era orde
baru, dan pemilihan presiden dan wakil presiden pada era
reformasi. Kedua, presidential threshold dalam pemilu
presiden di Indonesia.

Bab keempat, analisa maslahah mursalah terhadap
pengaturan presidential threshold dalam undang-undang
nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang terdiri
dari dua sub bab, yaitu pertama, bagaimana pengaturan
presidential threshold dalam undang-undang nomor 7
tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kedua, anaslisis
maslahah mursalah terhadap pengaturan presidential
threshold dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017

tentang pemilihan umum.
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Bab kelima, merupakan penutup yang terdiri dari
kesimpulan, saran-saran atas penjelasan atau uraian dari

penelitian skripsi ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian serta kajian-kajian yang telah
dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa
ketentuan presidential threshold tetap dapat diterpakan di
Indonesia dengan beberapa catatan penting, yaitu:

Pertama, penetapan batas minimal dan maksimal pada
presidential threshold,

Kedua, setiap parpol yang lolos seleksi pemilu dapat
menominasikan capresnya sendiri,

Ketiga, penerapan sistem TRS (Two Round System)
yang diterapkan oleh pada pilpres Perancis (sedikit
dimodifikasi),

Keempat, perlu tekanan publik yang kuat terhadap
partai politik agar parpol itu lebih memikirkan
kepentingan negara/rakyat,

Kelima, Penguatan ideologi partai dan sistem
kaderisasi partai politik menjadi hal yang penting agar
partai melahirkan calon-calon pemimpin yang terbaik

Dengan tetap diberlakukannya rezim ambang batas
dalam pencalonan presiden (presidential threshold) pada
pemilu yang akan datang, maka ketentuan tentang
presidential threshold dianggap tidak bertentangan

berdasarkan pandangan maslahah mursalah selagi hal

117
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tersebut di tujukan untuk kepentingan orang banyak
(negara dan rakyat) dan bukan ditujukan untuk
kepentingkan sekelompok orang sesuati dengan kaidah
yang artiya adalah “Kemaslahatan umum yang lebih luas
(rakyat) harus diutamakan atas kemaslahatan yang khusus
(golongan atau kelompok tertentu).” serta mendapat
manfaat dan terhindar dari kemudharatan sebagimana
sebuah kaidah yang mengatakan bahwa:
el s e 238a suldall £33
Menghindari  mudharat (bahaya) harus lebih

diutamakan dari meraih manfaat.?®

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sarankan

berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah: dalam rangka menerbitkan
peraturan supaya  selalu memperhatikan
kepentingan masyarakat dan negara.
Mengupayakan pemabahasan = kembali terkait
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan
merevisi undang-undang tersebut agar masyarakat
secara luas mendapatkan manfaat dan pemimpin

yang terpiih dapat bersikap adil.

125 Aji Baskoro, “Presidential Threshold di Indonesia dalam
Perspektif Maslahah Mursalah”, dalam Jurnal Legislatif, Vol. 2 No. 2,
(Juni 2019). hal 53.
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2. Untuk masyarakat: dalam rangka mengsukseskan
pemilu manyarakat harus ikut berpartisipasi
menjaga dan mengawasi pemerintah agar tetap
pada koridor-koridor hukum yang berlaku dan
masyarakat mendapat manfaat dan terhindar dari

mudharat.
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